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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

WALIKOTABIMA,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7'2 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah

perlu diperkuat peran dan kapasitasnya agar lebih independen

dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme;

b. bahwa Peraturan Walikota Sima Nomor 35 Tahun 2016

ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Inspektorat sudah tidak sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai
Inspektorat Daerah, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DANFUNGSI

SERTA TATAKERJA INSPEKTORAT

TENTANG

PERATURANWALIKOTABIMA

NOMOR.3 TAHUN2020

WALIKOTASIMA
PROVINSI NUSATENGGARABARAT

Mengingat

Menimbang



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rapublik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2019 Nomor

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



daerah otonom.

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah KotaBima.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpm
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:
PERATURANWALIKOTATENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

te1ah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi
dan Kabupaterr/Kota (BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1605);

9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima

(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183,
Tambahan lembaran Daerah KotaBima Nomor88);

Menetapkan



4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

5. Walikota adalah Walikota Bima.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASNadalah

profesibagi pegawainegeri sipil dan pegawaipemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikotadan DPRD

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenanganDaerah.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga
fungsional yang terbagi atas berbagai kelompokmasing-masing
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

10. Inspektorat adalah Inspektorat KotaBima.
11. Inspektur adalah Inspektur Daerah KotaBima.

12. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta
menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai
fungsi organisasi.

13. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang

tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasional.

14. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
yang selanjutnya disebut P2UPDadalah Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenangdan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan
di daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

15. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggung jawab dan wewenanguntuk melakukan pengawasan
intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/ atau pihak lain
yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai
Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara

penuh olehpejabat yang berwenang.



(1) Inspektur mempunyai tugas membantu walikota dalam membina

dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat
Daerah.

Pasal4

Bagian Kesatu
Inspektur

BABfV
TUGASDANFUNGSI

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:
a. Inspektur;
b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaiandan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Inspektur Pembantu I;
d. Inspektur Pembantu II;

e. Inspektur Pembantu Investigasi;dan
f. KelompokJabatan Fungsional.

(3) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikotaini.

Pasa13

BABIII

SUSUNANORGANISASI

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

(2) lnspektorat dipimpin oleh inspektur dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris
daerah.

Pasa12

BAB II

KEDUDUKAN



administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan,

urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN

di lingkungan Inspektorat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program,

penyusunan laporan dan evaluasi;

b. pengelolaan urusan keuangan;

c. pengelolaan barang inventaris di lingkungan inspektorat;..v~V

pelayananmemberikantugasmernpunyai(1) Sekretariat

Pasal6

Bagian Kedua

Sekretariat

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang

darr/atau kerugian keuangan Negaray Daerah, inspektorat

melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

huruf c tanpa menunggu penugasan dari walikota dan Zatau gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal5

pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan dari walikota darr/atau gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

g. pelaksanaan administrasi inspektorat;

h. pelaporan hasil audit investigasi kepada gubernur; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi



Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan

tugas:
a. menyusun rencana penyelenggaraan program dan kegiatan

pengawasan penyelenggaraanpemerintahan;
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis;

c. menyusun laporan penyelenggaraan pengawasan;
d. menyiapkan bahan penyusunan pengendalian rencanaj'program

kerja pengawasan
e. melakukan administrasi pengaduan masyarakat;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan

pengawasan; dan
g. melaksanakan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris. tV & V

Pasal8

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan melaksanakan
tugas:
a. melaksanakan urusan pengelolaanadministrasi kepegawaian;
b. melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga,

keamanan dan kebersihan;
c. menyusun rencana kebutuhan barang dan inventaris sebagai

penunjang kinerja;
d. menata administrasi barang milikdaerah maupun milikNegara;
e. menyelenggarakanpengelolaankeuangan; dan

f. melaksanakan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris.

Pasal7

Paragraf 1
Sub BagianUmum,Kepegawaiandan Keuangan

d. pengelolaan urusan ASN; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait

dengan tugas dan fungsinya

(3} Sekretariat, membawahi :

a. Sub BagianUmum,Kepegawaiandan Keuangan;dan
b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.



pembantu

~"V
inspekturoperasionalrencanaa. penyusunan

investigasi;

(1) Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan

melakukan investigasi apabila terdapat indikasi penyalahgunaan

wewenang dan Zatau kerugian keuangan Negara/Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai fungsi:

Pasall0

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Investigasi

pengawasan;

1. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait

dengan tugas dan fungsinya.

(1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu inspektur

dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Inspektur Pembantu mempunyai fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan clan

pengawasan terhadap perangkat daerah;

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

g. kerja sarna pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas

Internal Pemerintah lainnya;

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil

Pasal9

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu



peraturan perundang-undangan.

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan

~~V

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja dan

kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prmsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan

masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan

Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah

Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya

Pasal 12

BABV
TATAKERJA

(I} Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang

tenaga fungsional yang ditunjuk.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan

beban kerja.

Pasal 11

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

b. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang investigasi;

c. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;

d. pelaksanaan audit investigasi;

e. pengumpulan data serta informasi dan temuan;

f. pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi;

g. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait

dengan tugas dan fungsinya.



Tata cara dan mekanisme yang berhubungan dengan perencanaan,
teknis pengawasan, pelaporan, evaluasi, pertanggungjawaban,

penghargaan, hukuman dan kepegawaian pada Inspektorat akan
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

Pasal14

(1) Penempatan pejabat auditor dan P2UPD yang membantu

inspektur pembantu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
(2) Pengaturan wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur

Pembantu, akan diatur lebih lanjut dengan KeputusanWalikota.

Pasal13

BAB VI

KETENTU AN LAIN-LAIN

(3) Setiap prmpman unit organisasi bertanggung jawab menumpm

dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing

dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalarn penyampaian laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan kepada perangkat daerah
lain yang secara fungsionalmempunyaihubungan kerja.

(7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan unit organisasi di

bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahan masing-masing, pimpinan unit organisasi wajib
mengadakan rapat berkala.



BERITADAERAHKOTABIMATAHUN2020 NOMOR SSO

Diundangkan di Kota Bima
pacta tanggal h ..J~~u(Ai\ 2020

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal {O S~ 2020

~ WALIKOTABIMA,#
U

~ MUHAMMADLUTFI

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Bima.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa116

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota
Bima Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita
Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 293), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 15

BAB VII
KETENTUANPENUTUP



1
MUHAMMAD LUTFI
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INSPEKTUR

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

I I I
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I I
SUB BAGlAN SUB BAGIAN

UMUM, KEPEGAWAlAN DAN PERENCANAAN, EVALUASIDAN
KEUANGAN PELAPORAN

I I
INSPEKTURPEMBANTU I INSPEKTUR PEMBANTU II INSPEKTUR PEMBANTU

INVESTIGASI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT

LAMPI RAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR.3 TAHUN 2020
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KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANlSASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT
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